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PENATAAT.I LOKASI TOKO MODERN BAN PUSAT FERBELANJAAN

ilftmtsnhng : a.

hhnqmEat : i.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YAhTG MA}ilA E$A,

BUPATI SLE}&N,

bahwa salah satu upaya pemerintah Daerah mengendalikan

pertumbuhan tako modem dan pusat perbelanjaan €datah

rnelaluipenataan bkasi toko modem dan pusat perbelanlaan;

bahwa untuk efiektivitas dan kerancaran pelaksanaan penataan

lokasi toko modern dan pusat perhlanjaan perlu menetapkan

furatur:an sugati tentang penataan Lolcasi roko Modern dan

Fusat Perbelanjaan.

undangundang Nornar ls rahun 1gs0 tentang Fembentukan

oaerah Kabupaten dalam t-ingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta {Berita f*egara tanggalg Agustus 1gS0};

undang-undang Nomor 82 Tahun a0o4 tentang pemerintahan

Daerah {Lembaran l*legara Republik lndonesia Tahun 2004,

Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nornor 4434 sebagairnana telah bekrapa kali diubah terakhir
dengan undangundang Nomor 12 rahun z00g (Lembaran

N4ara Republik lndonesia Tahun 2009, Nornor sg, Tarnbahan

Lenrbaran l.legara Republik lndonesia Nsrnor Af!,a);

lGptusan Menteri flalam f'lqeri Nornor lg{.g4dgg rahun
2009 tentang Pemberhentian sementara Bupati sleman provinsi

Daer:ah lstimewa Yogyakarta.
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MEMUTUSI(AN:

K|etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LoKAsI ToKo
MODERN DAN PUSAT PERBEIANJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bdam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:* Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2^ Pemerintah Daerah adarah pemerintah rGbupaten sreman.
3 Bupati ialah Bupatisleman.

4 Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan
tprga pasti dan atau dengan sistem barcodeserta pencatatan pembayaran melalui
kmtPuter' menjual berbagaijenis barang secara eceftrn yang berbe nrtk minimar*et,
atprma*et, department sforg hypennad<ef ataupun grosir yang berbntuk
perkulakan.

3 il$inimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-
harang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara
ecetEn dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan
ilt,"san rantai penjuaran kurang dari 400 m2 lempat ratus meter persegi) yang
herstafus waralaba atau cabang.

s hl#talaba (frcnchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk
memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau
Fenernuan atau cirf khas usaha yang dimiliki pihak rain dengan suatu imbalan
herdasarkan persyaratian yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka
penpdiaan dan atau penjualan barang atau jasa.
Mhimarkef berstatus waralaba (franchise) adalah minimarket yang merniliki hak
fitilJsus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis
fuigan ciri khas usaha dalam r:angka rnemasarkan barang dan/atau jasa yang telah
tgrb{*ti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
tmndasarkan perjanjian waralab a (fnnchise).

t. 'unnnna*et berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka
r'nrernperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu
@ngdolaar/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur



dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat

nasional, regional, dan Frovinsi Daerah lstimewa yogyakarta.

g &tpermarkef adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-

barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara

eceftln dan langsung kepada konsumen dengan c€uEt pelayanan mandiri dengan

luasan lantai 400 m2 {empat ratus meter persegD sampai dengan 5.000 m2llima ribu

rneter persegi).

ta' Depaftmenf sfore adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara e@ran
barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan
penataan barang berdasarkan jenis kelamin darltingkat usia konsumen dengan
lt*asan lantai lebih dari 400 rn2 (empat ratus meter persegi).

^ 1' Hypermad<et adalah sarana atau tempat usaha untuk nnelakukan penjualan barang-
barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara
ecelan dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar
sttalayan, toko modenr dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan
)rang pengelolaannya dilakukan secam tunggal, dengan luasan lantai lebih dari
5.000 m2ltima ribu meter persegi).

''?' Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjulan barang-
oerang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk
Cjual kembali sec€rra eceran.

- 3 pusat perbelanjaan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan secara sena
atau dipakai sendiri bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk
rnelakukan penjualan bar:ang-barang dan/atau jasa yang terletak pada
oar€unarlruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayahltempat, yang
nerbentuk mall atau super mall ataa plaza.

n"dr fPssar badisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,

Fsn€rintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan
ldsaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha
berupa toko, kios, los dan tenda yang dimilikildikelola oleh pdagang ksil,
rmenengah, swadaya masyarakat atau koprasi dengan usaha skala kecil, modal
iK'ecil dan dengan proses jual beli bar:ang dagangan melalui tawar menawar.

" 5 Tcilro Hisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensionallkebiasaan
trftara rniual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara e€ran
Mtp€ mempergunakan sistem seperti toko modern.



BAB II

PENATAAN

Pasal 2

{t} Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan toko modem dan pusat

perbelanjaan melalui penaiaan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan.

(2) Toko modem sebagaimana dimaksud pada ayat {{) meliputi:

a. mi nimarket berstatus waralaba;

b. minimarket berstratus cabang;

e^ anprma*et,

d. department stote;

e. hypermarket, dan

f. perkulakan.

BAB III

SYARAT LOKASI

Pasal 3

Penataan lokasi toko modem dan pusat perbelanjaan didasarkan pada aspek:
a rericana tata ruang;

b. siatus jalan;

c jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama;
kt

d- ra*) cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten.

AsFek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu
dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modem dan
rusat perbelanjaan.

Pasal 4

'?) Aspek rerlc€ma tata ruang sebagaimana dirnaksud dalam Fasal 3 ayat (.1) huruf a
dd.r sebagai berikut:

i'l l

t":4



No. Jenis Usaha Rencana Tata Ruang

1. minimarket peruntukan perdagangan dan/atau jasa

dan/atau atau permukiman

2. su perma*et, depaft menf sfore,

hypennarket, per'kulakan, dan

pusat perbelanjaan

peruntukan perdagangan danlatau jasa

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi toko rnodem

dan pusat perbelanjaan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, renc€rna

umum tata ruang atau rencana detail tata nrang atau rencana teknis tata ruang, atau

peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah

rencana iata nrang yang lebih rinci,

Pasal 5

Aspek status jalan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} huruf b diatr,r sebagai
berikut:

Pasal 6

Aseek *trak toko mdern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar
rad[sbnd sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

Htr. Jenis Usafra .lanak

1 ': mtntmai<et dan superma*et
1

;

minimal 500 meler dad toko tradisional

dan 1O00 meter dari pasartradisional

2. , deprtnent slore dan

perkulakan

minimal 500 rneterdari toko traOislonal

den 1500 ffieter dari pasartradisional

3 , hyprmarket

prbehnjaan

dan pusat rninimalS00 meter dari toko tradisicnal

dan 2000 meter dari pasar tradisional

i.{o.

1.

z

Jenis Usaha S{atus Jalan

mi nima*et dan at rerma*et rninirnal di jalan kabupaten

depattment sfore, perkulai<an,

hypmarket, dan pusat

perbelanjaan

minimal di jalan pmvinsi



Pasal 7

(!) Rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan didasarkan pada hierarki kecamatan

dengan tingkatan jumlah penduduk sebagai berikut:

No. Jurnlah Penduduk fiiwa) Hierarki Kecamatan

1. sampai dengan 40.000 I

2. antara 40.001 sarnpai dengan 80.000 I
J. antara 80.00t sampai dengan 120.000 llt

4. bbih dari 120.001 M

(2) Asfk rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi minimad<et sebagai berikut:

No. Hierarki Kecamatan Rasio Pelayanan Minimad<ef (iiwa)

1. I 1:14.0O0

z.

t
4.

il t12.AOA

ilr 1:9.000

IV 1:7.000

13)Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana
&naksud dalam Pasal3 ayat (t) huruf d untuk lokasi surermarketsebagai berikut:

4l Aspek nasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana
dkn*sld dalam Pasal 3 ayat {{} huruf d untuk lokasi setiap departmenf sfore,

e€rkdakan, hyprma*et, atau pusat pe6elanjaan yang dapat didirikan di
Kewtrn sleman, didasarkan pada perbandingan l:200.000 jiwa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal I
Bure.rtrt Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1:15.000



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan diSleman.

Padatanggal 28 fr:ni 2o1o

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Siundangkan di Sleman.

Padatanggal 29 Juni 2o1O

SEKRETARIS DAERAH

4ABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

S.ERITA DAERAH IGBUPATEN SLEMAN TAHUN 2O1O NOMOR 2 SERI }


